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MUH NUR FADIL MUNIR (B111 11 331). TINJAUAN YURIDIS 
TERHADAP TINDAK PIDANA YANG MEMUDAHKAN ORANG LAIN 
BERBUAT CABUL DAN MENJADIKAN SEBAGAI MATA 
PENCAHARIAN (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pid.B/2014/PN.Mrs), 
dibawah bimbingan Bapak Said Karim sebagai pembimbing I dan Ibu 
Haeranah sebagai pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan 
hukum pidana terhadap tindak pidana yang memudahkan orang lain untuk 
berbuat cabul dan menjadikan perbuatannya tersebut sebagai mata 
pencaharian  dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana 
memudahkan orang lain berbuat cabul pada Putusan Nomor 
28/Pid.B/2014/PN.Mrs. 
 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Maros dengan 
mengambil data yang relevan dengan pihak yang terkait dalam hal ini 
hakim yang menangani perkara tersebut. Selain itu penulis juga 
melakukan studi kepustakaan dengan mengambil data yang sesuai 
dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini baik dari literatur, 
buku, maupun perundang-undangan yang terkait. 
 
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah : (1) Penerapan 
hukum pidana terhadap tindak pidana yang memudahkan orang lain 
berbuat cabul dan menjadikan sebagai mata pencaharian dalam perkara 
putusan No.28/Pid.B/2014/PN.Mrs yang didasarkan pada fakta-fakta 
hukum, keterangan saksi dan terdakwa, serta alat bukti. Selain itu juga 
didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa, 
dimana pada kasus ini jaksa menggunakan dakwaan tunggal yaitu pasal 
296 jo Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) . 
Jaksa menuntut terdakwa dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dengan 
masa percobaan selama 1 (satu) tahun. Namun menurut penulis tuntutan 
tersebut tidak sesuai dengan akibat kerugian yang ditimbulkan. (2) 
Pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi pidana terhadap pelaku 
tindak pidana yang memudahkan orang lain berbuat cabul dan 
menjadikan sebagai mata pencaharian dalam perkara putusan 
No.28/Pid.B/2014/PN.Mks adalah benar yakni dengan terlebih dahulu 
mempertimbangkan fakta dalam persidangan, alat bukti berupa hasil 
visum et repertum dan keterangan terdakwa dan para saksi yang 
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A. Latar Belakang Masalah 
 
 
Dampak globalisasi dan modernisasi mengakibatkan terjadinya 
westernisasi di Indonesia, dimana pola hidup masyarakat yang awalnya 
menjunjung tinggi budaya timur  mengalami pergeseran ke pola hidup 
budaya barat. Perkembangan zaman yang semakin pesat tersebut 
membuat banyak pergeseran  nilai moral dan sosial dalam masyarakat . 
Salah satunya yaitu terjadinya perubahan pola hidup. Tingkah laku dan 
tingkat kesopanan yang semakin buruk mengakibatkan terjadinya 
perubahan pola hidup yang timbul kerap berimbas pada suatu tindak 
pidana guna memenuhi suatu keinginan ataupun dijadikan sebagai suatu 
tujuan terhadap sesuatu hal yang hendak dipenuhi. Tindak pidana 
dianggap sebagai suatu tujuan dalam rangka melampiaskan suatu 
permasalahan ataupun tindak pidana dilakukan dalam memperoleh 
sesuatu secara instan dan dapat merugikan individu ataupun banyak 
orang sehinggga tindak pidana merupakan salah satu bentuk yang 
diyakini oleh sebagian masyarakat sebagai upaya alternatif dalam 
menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan mereka. Perilaku yang 
tidak mengikuti kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku di 
masyarakat inilah yang menjadi suatu penyakit sosial. Kartini 




Penyakit sosial atau  penyakit masyarakat adalah segala 
bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, 
melanggar norma-norma umum, adat-istiadat, hukum 
formal, atau tidak biasa diintergrasikan dalam pola 
tingkah laku umum  
 
Semua tingkah laku yang sakit secara sosial tadi merupakan 
penyimpangan sosial yang sukar diorganisir, sulit diatur dan ditertibkan 
sebab para pelakunya memakai cara pemecahan sendiri yang 
nonkonvensional, tidak umum, luar biasa atau abnormal sifatnya. 
Biasanya mereka mengikuti kemauan dan cara sendiri demi kepentingan 
pribadi  
Salah satu bentuk penyakit sosial yang kerap terjadi dalam 
masyarakat adalah praktek prostitusi. Praktek prostitusi merupakan suatu  
bentuk kejahatan kesusilaan yang bertentangan dengan norma-norma  
umum yang hidup di dalam masyarakat. Pada umumnya, dalam praktek 
prostitusi di Indonesia terjadi karena adanya pihak ketiga yang bertindak 
sebagai perantara untuk memudahkan orang lain berhubungan intim 
dengan Pekerja Seks Komersial (PSK). Dalam bisnis prostitusi lazimnya 
diperantarai oleh  mucikari. Mucikari merupakan seseorang yang menjadi 
jembatan penghubung untuk memudahkan terjadinya perbuatan asusila 
tersebut. 
Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak ada 
satu pun ketentuan yang mengatur tentang prostitusi atau pelacuran, 
tetapi di KUHP memberi ancaman sanksi pidana bagi seseorang, yaitu  
melakukan perbuatan menyediakan fasilitas  dan menjadikan dirinya 
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sebagai perantara cabul sebagai kebiasaan atau menjadikannya sebagai 
mata pencaharian. Perbuatan yang lazim disebut sebagai mucikari diatur 
dalam Buku II  BAB IV pasal 296  KUHP, yang rumusannya sebagai 
berikut: 
“Barang siapa dengan sengaja memudahkan perbuatan 
cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai mata 
pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau 
denda paing banyak seribu rupiah.” 
 
Salah satu contoh tindak pidana ini adalah perkara yang akan 
penulis kaji dalam penelitian ini, yaitu perkara dalam Putusan Nomor  
28/Pid.b/2014/PN.MRS. Posisi kasus pada perkara dalam putusan 
tersebut sebagai berikut: 
 Bahwa pada bulan Maret tahun 2012 terdakwa yang 
berinisial RDN bersama dengan suaminya pindah 
Rumah ke Perumnas Bentenge Blok B, Desa Bonto 
Matene Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Sejak 
terdakwa pindah ke rumah tersebut terdakwa juga 
membuka usaha warung kopi dan selain warung kopi, 
terdakwa juga menyediakan 1 (satu) kamar tidur yang 
dilengkapi kasur, 2 (dua) bantal dan kipas angin yang 
terletak didalam rumah terdakwa yang disediakan untuk 
disewakan kepada pasangan yang bukan suami isteri 
untuk melakukan hubungan intim 
Bahwa di warung terdakwa tersebut juga ada 4 (empat) 
orang pekerja seks komersial yang biasa diajak untuk 
melakukan persetubuhan dengan cara apabila ada laki-
laki yang datang kewarung terdakwa dan melihat salah 
satu dari keempat pekerja seks komersial yang biasanya 
duduk diwarung terdakwa dan memilih salah satunya 
untuk melakukan persetubuhan. Selanjutnya apabila 
telah ada kesepakatan, maka laki-laki dan Pekerja Seks 
Komersial yang dipilih tersebut  masuk kedalam kamar 
untuk melakukan persetubuhan dikamar yang telah 
terdakwa sediakan dan setelah selesai membayar uang 
sewa kamar kepada terdakwa selaku pemilik tempat 
 Bahwa pada tanggal 28 Juni 2013, petugas kepolisian 
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Polsek Mandai yang menerima keluhan dari masyarakat 
bahwa dirumah terdakwa sering dijadikan tempat untuk 
melakukan perbuatan mesum mendatangi rumah 
terdakwa dan pada saat itu petugas kepolisian 
menemukan ada beberapa wanita sedang merayu laki-
laki pengunjung diwarung kopi terdakwa, dan pada saat 
anggota kepolisian polsek mandai masuk kedalam kamar 
yang disewakan oleh terdakwa, anggota Polsek Mandai 
menemukan salah satu perempuan pekerja seks 
komersial sedang bersembunyi didalam lemari. Saat 
diinterogasi oleh petugas kepolisian salah satu pekerja 
seks komersial mengakui sudah sering datang kewarung 
terdakwa dan menyewa kamar yang disewakan oleh 
terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan laki-
laki pengunjung terdakwa. 
  
 Dalam perkara ini, hakim menyatakan terdakwa yang berinisial 
RDN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  melakukan 
tindak pidana dengan sengaja secara berkelanjutan memudahkan 
dilakukannya perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikan sebagai 
mata pencaharian sebagaimana diatur  dan diancam pidana melanggar 
Pasal 296 KUHP jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP dan menjatuhkan pidana 
penjara selama 14 (empat belas) hari. 
Hakim sebagai pejabat yang mempunyai wewenang dalam 
memberikan putusan atas tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh 
mucikari harus dapat memberikan putusan yang tegas dan dapat 
memenuhi rasa keadilan bagi korban dan masyarakat pada umumnya 
serta dapat diterima baik dari posisi korban maupun pelaku. 
Untuk mengetahui tepat tidaknya hakim dalam memberikan 
putusan sesuai dengan kewenangan yang diberikan serta memenuhi rasa 
keadilan bagi masyarakat, korban, maupun pelaku, atas dasar latar 
belakang masalah tersebut diatas, maka penulis tertarik mengkaji hukum 
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ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap  Tindak Pidana   yang 
Memudahkan Orang Lain Berbuat Cabul dan Menjadikan sebagai 
Mata Pencaharian (Studi Kasus Putusan Nomor 
28/Pid.B/2014/PN.Mrs) 
 
B. Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas maka 
dirumuskan permasalahan   sebagai   ruang   lingkup pembahasan 
didalam penelitian ini : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku 
tindak pidana kejahatan kesusilaan dalam Putusan Nomor 
28/Pid.B/2014/PN.Mrs?  
 
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam 
menjatuhkan putusan dalam perkara terhadap tindak pidana 




C. Tujuan Penelitian   
 
Adapun tujuan penelitian dan penulisan laporan ini, sebagai berikut: 
 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap 






2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan bagi hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tindak pidana kejahatan 
kesusilaan dalam Putusan Nomor 28/Pid.B/2014/PN.Mrs 
 
D. Manfaat Penelitian. 
 
Adapun manfaat penelitian ini antara lain adalah: 
 
1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran 
bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan 
hukum khususnya hukum pidana, dan dapat dijadikan sebagai 
referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-
masalah hukum pidana  
2. Memberikan masukan kepada masyarakat dan aparat penegakan 
hukum dalam upaya melakukan tindakan preventif terhadap 













A. Tindak Pidana 
 
1. Pengertian Tindak Pidana 
 
Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, dikenal dengan istilah 
“stratbaar feit”. Dalam kepustakaan hukum pidana sering menggunakan 
istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan dalam 
undang-undang dengan menggunakan istilah peristiwa pidana atau 
perbuatan pidana atau tindak pidana. 
Menurut Adami Chazawi (2008: 67-68), menerangkan bahwa di 
Indonesia sendiri ada beberapa istilah yang sering digunakan sebagai 
terjemahan dari istilah strafbaar feit. Istilah-istilah yang digunakan, baik 
dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam literatur hukum 
sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit antara lain adalah tindak 
pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang tidak 
boleh dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana 
Strafbaar Feit, terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit. Istilah 
yang digunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit itu. Kata straf 
diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Kata baar diterjemahkan 
dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata feit diterjemahkan 
dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. 
Secara letterlicjk, kata “straf: artinya pidana, “baar” artinya dapat 
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atau boleh dan “feit” adalah perbuatan. Sedangkan dalam bahasa Belanda 
“feit” berarti sebagian dari suatu kenyataan dan “strafbaar feit” dapat 
diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat 
dihukum”. 
 
Menurut Simon (Erdianto Effendi, 2011: 98), berpendapat  
mengenai pengertian tindak pidana sebagai berikut 
“Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan atau 
perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-
undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan 
dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu 
bertanggung jawab”.  
Lebih lanjut menurut Kanter dan Sianturi (Erdianto Effendi, 2011: 
99), memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut: 
 
“Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu 
dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) 
dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, 
bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan 
dilakukan oleh seseorang (mampu bertanggung jawab)” 
 
Sedangkan Zainal Abidin (2007: 231) menyatakan bahwa: 
 Pada hakekatnya, istilah yang paling tepat untuk digunakan ialah 
“delik” yang berasal dari bahasa latin delictum  atau “delicta”, 
karena:  
a. Bersifat universal (umum), semua orang di dunia mengenalnya, 
b. Bersifat ekonomis karena singkat 
c. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti pada peristiwa pidana, 
perbuatan pidana (bukan peristiwa dan perbuatan yang dipidana 
akan tetapi pembuatnya) 
d. Luas pengertiannya, sehingga meliputi juga delik-delik yang 
diwujudkan oleh korporasi, orang mati, orang yang tidak dikenal 
menurut hukum pidana ekonomi Indonesia. 
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Sementara menurut Moeljatno (2009: 59), memberikan pengertian 
tindak pidana sebagai berikut : 
“Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh 
suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang 
berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang 
melanggar larangan tersebut.” 
 
Menurut Pompe (Lamintang, 1997:182), perkataan “strafbaar feit” 
itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai : 
 “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib 
hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan 
sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana 
penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah 
perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya 
kepentingan hukum”  
 
 
Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Pompe, perkataan 
tindak pidana terdiri dari 2 (dua) segi, yaitu : 
1. Dari segi teoritis, tindak pidana dapat dirumuskan sebagai suatu 
pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang 
dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan 
oleh  suatu pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap  
pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib umum 
dan terjaminnya kepentingan umum 
2. Dari segi hukum positif, tindak pidana adalah tidak lain dari pada 
suatu tindakan yang menurut rumusan Undang-undang telah 
dinyatakan sebagai tindakan yang dihukum. 
Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat diartikan 
bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh 
manusia yang mana perbuatan tersebut melangggar apa yang dilarang 
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atau diperintahkan oleh undang-undang dan diberi sanksi berupa sanksi 
pidana. 
 
Tetapi sebelum itu, mengenai dilarang dan diancamnya suatu 
perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenai 
criminal act, ada dasar pokok, yaitu “asas legalitas” (Principle of legality). 
 
Asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan 
yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih 
dahulu dalam perundang-undangan. Hal ini dikenal dalam bahasa latin 
sebagai Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Lege Prorit (tidak ada 
delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu). 
 
Ucapan Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Lege Prorit 
berasal dari Von Feurbach, sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833) 
Menurut Von Feurbach (Moeljatno, 2009: 27), asas legalitas mengandung 
 
tiga unsur yaitu: 
 
a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam 
dengan pidana jika hal itu belum dinyatakan dalam 
suatu aturan undang-undang  
b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak 
boleh digunakan analogi, dan   
c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku 
surut.  
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana  
 
Menurut doktrin, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur 
subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat 
diutarakan sebagai berikut: 
 
a. Unsur subjektif 
 




Menurut Adami Chazawi, (2002: 82) dari rumusan-rumusan tindak 
pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 (sebelas) 
unsur tindak pidana, yaitu : 
  . 1. Unsur tingkah laku 
  . 2. Unsur melawan hukum 
  . 3. Unsur kesalahan 
  . 4. Unsur akibat konstitutif 
  . 5. Unsur keadaan yang menyertai 
  . 6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana 
  . 7. Unsur tambahan untuk memperberat pidana 
  . 8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana 
  . 9. Unsur objek hukum tindak pidana 
   10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana 
   11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana 
 
Dari 11 (sebelas) unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan 
dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan 
selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum adakalanya 
bersifat objektif, misalnya unsur melawan hukum yaitu perbuatan 
mengambil pada delik pencurian ( Pasal 362 KUHP) terletak bahwa dalam 
mengambil barang milik orang lain di luar persetujuan atau kehendak 
pemilik melawan hukum objektif) atau pada Pasal 251 KUHP pada kalimat 
“tanpa izin memerintah” juga pada Pasal 253 pada kalimat “menggunakan 
cap asli secara melawan hukum objektif”. Akan tetapi, ada juga melawan 
hukum subjektif misalnya melawan hukum dalam penipuan (Pasal 378 
KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), pengancaman (Pasal 369 KUHP) 
dimana disebutkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan hukum pada 
perbuatan memiliki dalam delik penggelapan (Pasal 372 KUHP) yang 
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bersifat subjektif, artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki benda orang 
lain yang ada dalam kekuasaannya itu merupakan celaan masyarakat. 
Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum 
objektif atau subjektif tergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana 
yang bersangkutan. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 
dua macam unsur, yakni : (1) unsur-unsur subjektif, dan (2) unsur-unsur 
objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si 
pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke 
dalamnya yaitu apa yang ada dalam pikiran dan hatinya. 
Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa ada 
kesalahan” (Anact does not make a person guilty unless the mind is guilty 
or actus non facit reum nisi mens sit rea). Kesalahan yang dimaksud disini 
adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan 
(intention/opzet/dolus) dan kealpaan (negligence or schuld). Pada 
umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 
 
(tiga) bentuk, yaitu: 
 
1. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk);  
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (opzet als 
zekerheidsbewustzijn), dan  
3. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan (dolus 
evantualis).  
Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan.  
Vos (Bambang Poernomo 1992: 174) menyatakan bahwa Kealpaan 
(Culpa) mempunyai dua elemen, yaitu: 
 
1) Tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa 
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yang diperbuat atau tidak diperbuat 
(onvoorzictigheid) 
2) Tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat 
bagi si pembuat (voorzienbaarheid) 
.   b. Unsur Objektif 
Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri si pelaku yang 
sebagai berikut: 
 
1. Perbuatan manusia, berupa:  
 
a) Act, yaitu perbuatan aktif, dan  
b) Ommission, yaitu perbuatan pasif (perbuatan yang 
mendiamkan atau membiarkan).  
2. Akibat (result) perbuatan manusia  
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan 
menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan 
oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, 
kehormatan, dan sebagainya. 
3. Keadaan-keadaan (circumstances)  
a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan, dan  
b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan.  
3) Sifat dapat dihukum dan melawan hukum  
 
Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu 
 
unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan oleh 
 
hakim di pengadilan. 
 




“Unsur delik terdiri dari atas unsur objektif dan unsur 
subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat 
di luar diri manusia yaitu, suatu tindakan, suatu akibat, 
dan keadaan (omstandigheid). Kesemuanya itu dilarang 
dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. 
Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur dari 
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perbuatan berupa kemampuan dapat 
dipertanggungjawabkan ((toerekeningsvatbaarheid) dan 
kesalahan {schuld)” 
 
Seorang  ahli  hukum  yaitu  Simon  (Andi  Hamzah,  2004:  88), 
 
merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: 
 
a. Diancam pidana oleh hukum;  
b. Bertentangan dengan hukum;  
c. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dan   
d. Orang itu dipandang dapat bertanggungjawab atas  
e. perbuatannya.  
 
 
c. Jenis-Jenis Tindak Pidana 
 
Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu (Adami 
Chazawi, 2002 : 133-177) antara lain : 
1. Menurut Sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan 
dan pelanggaran. 
Dasar Pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran 
adalah bahwa jenis pelanggaran itu lebih ringan dari 
pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman 
pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam 
dengan pidana penjara, tetapi berupa didominasi 
dengan ancaman pidana penjara. 
 
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara 
tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. 
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang 
dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan 
yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang dan KUHP, sedangkan tindak pidana 
materiil adalah tindak pidana yang dianggap telah 
selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang 
dan diancman dengan hukuman oleh undang-undang 
dan KUHP. 
 
3. Menurut bentuk kesalahannya, dibedakan antara 
tindak pidana sengaja (doleus delicten) dan tindak 
pidana kealpaan (culpose deiicten) 
Tindak pidana sengaja yaitu tindak pidana yang 
dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan 
atau menganung unsur kesengajaan, sedangkan 
tindak pidana kealpaan adalah tindak pidana yang 
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rumusannya mengandung unsur culpa. 
 
4. Menurut macam perbuatannya, dibedakan antara 
delicta comissionis, delicta omissionis, dan delicta 
comissionis per omissionem 
 
Delicta comissionis adalah tindak pidana yang 
perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). 
Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk 
mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari 
anggota tubuh orang yang berbuat, dengan berbuat 
aktif orang melanggar larangan.  
 
Delicta omissionis adalah tindak pidana yang 
perbuatannya berupa perbuatan pasif (negatif), 
dimana ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu 
yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban 
hukum untuk berbuat tertentu, maka ia telah 
melakukan indak pidana pasif. 
 
Delicta comissionis per omissionem adalah tindak 
pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana 
positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak 
berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung 
suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak 
berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-
benar timbul 
 
5. Menurut saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan 
antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak 
pidana terjadi dalam waktu lama. 
Tindak pidana terjadi seketika adalah tindak pidana 
yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga untuk 
terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika 
atau waktu singkat misalnya tindak pidana pencurian, 
sedangkan tindak pidana berlangsung terus adalah 
tindak pidana yang teradinya berlangsung lama, yakni 
setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih 
berlangsung terus 
 
6. Menurut sumbernya, dibedakan antara tindak pidana 
umum dan tindak pidana khusus. 
Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana 
yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum 
pidana materiil (Buku II dan Buku III KUHP), 
sedangkan tindak pidana khusus adalah semua 




7. Menurut perlu tidaknya pengaduan dalam hal 
penuntutan, dibedakan antara tindak pidana biasa 
dan tindak pidana aduan. 
Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk 
dilakukannya penuntutan pidana terhadap 
pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan 
dari yang berhak. Tindak pidana aduan adalah tindak 
pidana yang untuk dapat dilakukan penuntutan 
pidana disyaratkan untuk terlebih dahulu adanya 
pengaduan dari yang berhak mengajukan 
pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam 
perkara perdata (Pasal 72 KUHP) atau keluarga 
tertentu dalam hal-hal tertentu (Pasal 73 KUHP) atau 
orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan 
oleh orang yang berhak 
 
8. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu 
larangan, dari aspek ini, tindak pidana dibedakan 
antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana 
berangkai. 
Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang 
dirumuskan sedemikian rupa, sehingga untuk 
dipandang selesainya tindak pidana dan dapat 
dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali 
perbuatan saja. Tindak pidana berangkai adalah 
tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, 
sehingga dipandang selesai dan dapat dipidananya 
pembuat diisyaratkan dilakukan secara berulang-
ulang. 
 
9. Menurut berat ringannya pidana yang diancamkan, 
dibedakan antara tindak pidana ringan dan tindak 
pidana berat. 
Tindak pidana ringan merupakan tindak pidana 
yang dampak kerugiannya tidak besar sehingga 
ancaman pidananya juga ringan, sedangkan tindak 
pidana berat merupakan tindak pidana yang dampak 
kerugian yang ditimbulkannya sangat besar sehingga 










B. Tindak Pidana Memudahkan Dilakukannya Perbuatan Cabul 
dengan Orang lain dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencaharian 
 
1. Ketentuan Pidana yang Memudahkan Dilakukannya Perbuatan 
Cabul dengan Orang Lain  Ditinjau Dari KUHP 
 
Landasan yuridis mengenai ketentuan tindak pidana yang 
memudahkan seseorang berbuat cabul dengan orang lain  diatur dalam 
KUHP pada bab XIV buku ke 2, yaitu Pasal 296 dan yang 
mengkatagorikan delik  yang dilakukan oleh mucikari tersebut sebagai 
kejahatan  terhadap  kesusilaan. Bunyi pasal 296 KUHP adalah sebagai 
berikut: 
Barang siapa dengan sengaja memudahkan  perbuatan 
cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan 
menjadikannya sebagai mata pencaharian atau 
kebiasaan, diancam dengan pidana penjara  paling lama 
satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak 
lima belas ribu rupiah. 
  
Tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang 
diatur dalam Pasal 296 KUHP, terdiri atas  beberapa unsur sebagai 
berikut:-  
 barangsiapa 
 dengan sengaja 
 memudahkan 
 dilakukannya perbuatan cabul oleh orang lain 
 dengan orang lain 






Ditinjau dari unsur objektif yang terdapat dalam pasal 296 KUHP,  
unsur objektif pertama dari tindak pidana yang dimaksudkan  dalam 
ketentuan pidana yang diatur pada Pasal 296 KUHP ialah unsur 
“barangsiapa”. Kata “barangsiapa” menunjukkan orang, baik pria maupun 
wanita, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari 
tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur 
Pasal 296 KUHP maka ia dapat disebut pelaku atau dader dari tindak 
pidana tersebut. 
Unsur objektif kedua dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam 
ketentuan pidana yang diatur Pasal 296 KUHP ialah unsur “memudahkan” 
. dalam unsur tindakan memudahkan adalah tindakan dengan bentuk apa 
pun yang sifatnya memberi kemudahan, yakni dengan cara menolong, 
memperlancar, atau memberi kesempatan kepada orang lain untuk 
dilakukannya tindakan yang melanggar kesusilaan dengan orang lain. Arti 
memudahkan dalam unsur ini dapat juga dimaknai, yaitu  pihak pelaku 
(mucikari) yang melakukan berupa perbuatan pasif karena tindakannya 
memberi kesempatan kepada orang lain yang berbuat cabul (aktif). 
Sehingga dalam hal ini, seseorang yang dimaksud dalam Pasal tersebut 
merupakan pihak ketiga yang bertugas menjadi jembatan penghubung 
terjadinya tindakan melanggar kesusilaan antara pemberi jasa dan 
pemakai jasa.  
 Hoge Road memberikan pernyataan bahwa harus dipandang 
sebagai suatu perbuatan memudahkan dilakukannya suatu tindakan 
melanggar kesusilaan, yakni perbuatan menyewakan kamar untuk 
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memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan suatu tindakan 
melanggar kesusilaan dengan orang ketiga(P.A.F Lamintang, 1997: 180),. 
Selanjutnya, Hoge Road juga telah mengemukakan bahwa untuk adanya 
perbuatan memudahkan dilakukannya suatu tindakan melanggar 
kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga itu, tidak tiperlukan 
adanya suatu tindakan yang sifatnya aktif atau adanya suati tindakan tidak 
menaati suatu kewajiban yang telah ditentukan dalam undang-undang. 
Selain itu, menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer (P.A.F 
Lamintang, 2011: 196), perbuatan memudahkan dilakukannya suatu 
tindakan melanggar kesusilaan itu juga harus dipandang sebagai telah 
selesai dilakukan, walaupun tindakan melanggar kesusilaan yang 
dimaksud untuk dimudahkan oleh pelaku itu ternyata telah tidak jadi 
dilakukan. 
Arti “menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan” dapat 
dimaknai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh mucikari merupakan 
perbuatan yang berlangsung secara terus-menerus sehingga dijadikan 
sebagai suatu kebiasaan dalam meraup keuntungan dari hasil praktek 
prostitusi. 
Hoge Road (P.A.F Lamintang, 2011: 204) juga memberikan 
pernyataan bahwa orang hanya dapat berbicara tentang membuat 
sebagai kebiasaan jika tindakan-tindakan yang bersangkutan telah 
dilakukan berulangkali, dan antara tindakan-tindakan tersebut terdapat 
suatu hubungan yang tertentu. Itulah sebabnya di dakam surat dakwaan 
itu tidak cukup jika hanya disebutkan seringkali. 
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Kemudian ditinjau dari unsur subjektif yang terdapat dalam pasal 
296 KUHP, yaitu  berupa adanya unsur kesengajaan dari pelaku 
(mucikari) untuk memudahkan orang lain berbuat cabul serta 
menjadikannya sebagai mata pencaharian. Sesuai dengan letaknya di 
dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 296 KUHP, 
kesengajaan pelaku itu harus ditujukan pada perbuatan-perbuatan 
menyebabkan atau memudahkan dilakukannya tindakan-tindakan 
melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga, dan membuat 
kesengajaan tersebut sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan 
Pasal 296 KUHP menjelaskan bahwa subjek hukum atau si pelaku 
(mucikari) adalah tidak melakukan perbuatan cabul melainkan 
“memudahkan seseorang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain” 
Menurut Simons (P.A.F  Lamintang, 2011: 203) Pada  mulanya 
ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 296 UHP dimaksud untuk 
melarang  perbuatan  membuat tempat-tempat pelacuran. Akan tetapi, 
dengan diadakannya perubahan di dalam rumusannya, kemudian yang 
disebut tempat-tempat rendez-vous itu juga menjadi termasuk dalam 
pengertian tempat, yang penyelenggaraannya merupakan tindakan yang 
dialrang di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 296 KUHP  
 Hoge Road memberikan statement bahwa ketentuan pidana yang 
diatur dalam  Pasal 296 KUHP bukan hanya melarang tindakan-tindakan 
melanggar kesusilaan yang dilakukan dengan terang-terangan di tempat-
tempat pelacuran, melainkan juga tindakan-tindakan melanggar 




Selain Pasal 296 KUHP, tindak pidana yang berkaitan dengan 
profesi mucikari atau germo terdapat pada Pasal 506 KUHP. Bunyi Pasal 
506, yaitu sebagai berikut: 
Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul 
seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian 
diancam dengan .pidana kurungan paling lama satu tahun 
 
Tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang 
diatur Pasal 506 KUHP hanya terdiri atas unsur-unsur objektif, masing-
masing yakni: 
1. barangsiapa 
2. mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita 
3. menjadikannya sebagai pencarian. 
Unsur objektif pertama dari tindak pidana yang dimaksudkan di 
dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 506 KUHP ialah unsur 
barangsiapa. 
Kata “barangsiapa” menunjukkan orang, baik pria maupun wanita, 
yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak 
pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 
506 KUHP maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana 
tersebut. 
Unsur objektif kedua dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam 
ketentuan pidana yang diatur Pasal 506 KUHP ialah unsur  “mengambil 
keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita”. Undang-undang tidak 
menjelaskan tentang keuntungan apa yang sebenarnya dimaksudkan di 
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dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 506 KUHP, tetapi pada 
hakikatnya keuntungan tersebut harus merupakan keuntungan yang 
sifatnya kebendaan dalam artian seorang germo menggantungkan diri 
pada uang yang dihasilkan dari perbuatan cabul seorang wanita untuk 
membiayai sebagian besar kebutuhan hidupnya. 
Unsur objektif ketiga dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 
506 KUHP ialah “menjadikan sebagai pencarian”.  Unsur ini dapat 
dimaknai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seorang germo/mucikari  
merupakan perbuatan yang berlangsung secara terus-menerus sehingga 
dijadikan sebagai suatu kebiasaan dalam meraup keuntungan dari hasil 
praktek prostitusi. 
Berdasarkan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 506 KUHP, 
dapat diketahui bahwa dalam rumusan tindak pidana yang dimaksudkan di 
dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 506 KUHP, pembentuk 
undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya sesuatu unsur 
schuld yang harus dipenuhi oleh pelaku, baik merupakan suatu 
kesengajaan maupun ketidaksengajaan. Selain itu, juga dapat dipahami 
berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 506 KUHP, orang 
yang menyewakan kamar agar seorang wanita dapat melakukan suatu 
perbuatan melanggar kesusilaan dengan pihak ketiga tidak dapat dituntut 
karena melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 506 KUHP, 
melainkan ia dapat dituntut karena bersalah telah melanggar larangan 
yang diatur dalam Pasal 296 KUHP. Sehingga di dalam surat dakwaan, 







C.  Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
 
1. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim 
Pada dasarnya putusan hakim mempunyai peranan yang 
menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu di 
dalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati. 
Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak 
mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat 
menjatuhkan wibawa pengadilan 
Dalam penentuan hukuman, seorang hakim diharapkan 
berpandangan tidak hanya tertuju apakah putusan itu sudah benar 
menurut hukum, melainkan juga terhadap akibat yang mungkin timbul. 
Dengan berpandangan luas seperti ini maka hakim berkemungkinan besar 
mampu untuk menyelami kenyataan-kenyataan yang hidup dalam 
masyarakat dan juga akan lebih dapat memahami serta meresapi makna 
dari putusan yang dijatuhkan. 
Dalam dunia peradilan dibedakan antara putusan dan penetapan 
hakim. Putusan dalam bahasa Belanda disebut dengan vonnis, 
sedangkan penetapan hakim dalam bahasa Belanda disebut dengan 
beschikking. Putusan hakim dalam acara pidana adalah diambil untk 
memutusi suatu perkara pidana, sedangkan penetapan diambil 
berhubungan dengan suatu permohonan, biasanya dalam perkara perdata 
seperti pengangkatan wali atau pengangkatan anak. 
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Pengertian putusan terdapat dalam siding pengadilan terbuka, yang 
dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan 
hukum dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang 
Menurut ketentuan pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP), putusan pidana dijatuhkan apabila pengadilan 
berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang 
didakwakan kepadanya. 
Berdasarkan rumusan KUHAP tersebut putusan hakim dapat 
digolongkan ke dalam dua  jenis, yaitu : 
a. Putusan Akhir 
Putusan akhir sering disingkat dengan istilah putusan saja. 
Putusan ini dapat terjadi apabila majelis hakim memeriksa 
terdakwa yang hadir di persidangan sampai pokok perkaranya 
selesai diperiksa.  
b. Putusan Sela 
Putusan yang bukan putusan akhir ini mengacu pada ketentuan 
Pasal 156 (1) KUHAP, yaitu dalam penasihat hukum yang mengajukan 
keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/ penuntut umum. 
Penetapan atau putusan sela ini mengakhiri perkara apabila terdakwa dan 
penuntut umum menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim 
tersebut. 
Putusan sela ini bukan putusan akhir karena disamping 
memungkinkan perkara tersebut secara material dibuka kembali karena 
adanya verzet atau perlawanan yang dibenarkan juga dikarenakan dalam 
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hal ini materi pokok perkara atau pokok perkara yang sebenarnya yaitu 
dari keterangan para saksi, terdakwa serta proses berikutnya belum 
diperiksa oleh hakim. 
Jadi, bentuk putusan yang dijatuhkan pengadilan tergantung hasil 
musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu 
yang terbukt dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Mungkin menurut 
penilaian majelis hakim, apa yang didakwakan dalam surat dakwaan 
terbukti, mungkin juga menilai apa yang didakwakan memang benar 
terbukti akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak 
pidana, tapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang 
lingkup tindak pidana aduan atau menurut penilaian hakim tindak pidana 
yang didakwakan tidak terbukti sama sekali. 
 Berkenaan  dengan  kemungkinan-kemungkinan  tersebut, maka 
putusuan yang dijatuhkan pengadilam menegenai suatu perkara dapat 
berbentuk: 
1) Putusan Bebas 
 Putusan bebas adalah putusan yang menyatakan terdakwa 
dinyatakan bebas dari tuntuan hukum. Dibebaskan dari tuntutan 
hukum berarti terdakwa dibebaskan dari pemidanaan atau dengan 
kata lain tidak dipidana. Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP, 
terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum apabila 
pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan di siding 
pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan 
kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. 
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Menurut Yahya Harahap (Yahya Harahap, 2000:327), 
putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan 
yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan tidak 
memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang 
secara negative dan tidak memnuhi asas batas minimum 
pembuktian. 
 
2) Putusan Pelepasan Dari Segala Tuntutan Hukum 
  
Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam 
Pasal 191 aya (2) KUHAP, yang berbunyi “Jika Pengadilan 
berpendapat bahwa perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak 
pidana maka terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum”. 
3) Putusan Pemidanaan 
Sesuai dengan Pasal 193 ayat  (1) KUHAP, penjatuhan 
putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian 
pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa 
terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan 
kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap 
terdakwa. Atau dengan penjelasan lain, apabila menurut pendapat 
dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan 
kepadanya seseuai dengan sistem pembuktian dan asas batas 
minimum pembuktian yang ditentukan daam Pasal 183 KUHAP, 
kesalah terdakwa telah cukup terbukt dengan sekurang-kurangnya 
dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim 
bahwa terdakwalah yang menjadi pelaku tindak pidananya. 
 Putusan hakim dapat dieksekusi bila putusan tersebut telah 
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mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah diterima oleh para 
pihak yang bersangkutan . Putusan yang berupa pemidanaan 
berupa seperti yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. 
4) Penetapan Tidak Berwenang Mengadili 
Penetapan tidak berwenang mengadili diatur dalam Pasal 84 
KUHAP yang intinya adalah sebagai berikut: 
a) Karena tindak pidana yang terjadi tidak dilakukan 
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang 
bersangkutan, atau 
b) Sekalipun terdakwa bertempat tinggal, berdiam 
terakhir, diketemukan atau ditahan berada di Wilayah 
Pengadilan Negeri tersebut, tapi tindak pidananya dilakukan 
di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang lain, sedang 
saksi-saksi yang diapanggil pun lebih dekat dengan 
Pengadilan Negeri tempat dimana tindak pidana dilakukan 
dan sebagainya. 
5) Putusan yang Menyatakan Dakwaan tidak dapat diterima 
Menurut Yahya Harahap (2000 : 329) pengertian tentang  
dakwaan tidak dapat diterima adalah apabila dakwaan yang 
diajukan mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan 
beracara. Kekeliruan tersebut dapat mengenai orang yang didakwa, 
ataupun mengenai susunan surat dakwaan 
6)  Putusan yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum 
 Menurut Pasal 143 KUHAP yang harus dipenuhi surat 
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dakwaan adalah harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil. 
 Surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum adalah apabila 
tidak memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 143 ayat (2) 
huruf b KUHAP, yaitu tidak memenuhi syarat materiil. 
 Syarat materiil menurut pasal 143 KUHAP, yaitu : 
a. Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak 
pidana yang didakwakan 
b. Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan 
 
2. Pertimbangan Yuridis 
 
Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang 
memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakupi 
asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum. 
 
a. Dasar-dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana 
 
Dasar-dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana terhadap si 
pembuat dalam undang-undang terbagi atas dua yaitu, dasar pemberatan 
pidana umum dan dasar pemberatan pidana khusus. Berikut akan Penulis 
akan uraikan satu persatu. 
 
1) Dasar pemberatan pidana umum 
 
Mengenai dasar pemberatan pidana umum ada beberapa hal, yaitu 
 
pemberatan  pidana  karena  jabatan  diatur  dalam  Pasal  52  KUHP, 
 
menggunakan sarana bendera kebangsaan diatur dalam Pasal 52 ayat (1) 
 
KUHP, dan recidive (pengulangan tindak pidana). 
 








a) Dasar pemberatan pidana karena jabatan 
 
Pemberatan  karena  jabatan  diatur  dalam Pasal  52  KUHP  yang 
 
rumusannya sebagai berikut: 
 
 
Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak 
pidana suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau 
pada waktu melakukan tindak pidana memakai 
kekuasaan, atau sarana yang diberikan kepadanya 
karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga. 
 
b) Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera 
kebangsaan  
 
Jenis pemberatan ini diatur dalam Pasal 52 ayat (1) KUHP yang  
 
rumusannya sebagai berikut: 
 
Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan 
bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk 
kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga. 
c) Recidive (pengulangan tindak pidana) 
Mengenai pengulangan tindak pidana ini, KUHP mengaturnya 
sebagai berikut: 
Pertama, menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak 
pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi 
pengulangan. Pengulangan hanya terbatas pada tindak-tindak pidana 
tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, Pasal 487,dan Pasal 488 
KUHP. 
 Kedua, diluar kelompok kejahatan dalam Pasal 486, Pasal 487, 
dan Pasal 488 KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus 
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tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 ayat (3), 
Pasal 489 ayat (2), Pasal 495 ayat (2), dan Pasal 501 ayat (2) KUHP. 
 
Menurut Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP, pemberatan 
pidana adalah dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimun pidana 
penjara yang diancamkan pada kejahatan yang bersangkutan. Sedangkan 
pada recidive yang ditentukan lain di luar kelompok tindak pidana yang 
termasuk dan disebut dalam ke 3 (tiga) pasal ini adalah juga yang 
diperberat dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman maksimun, 
tetapi banyak yang tidak menyebut “dapat ditambah dengan sepertiga”, 
melainkan diperberat dengan menambah lamanya saja. 
 
d) Dasar pemberatan pidana karena perbarengan (concursus) 
 
Ada 3 (tiga) bentuk concursus yang dikenal dalam hukum pidana, 
yaitu concursus idealis, concursus realis,dan Delictum 
Continuatum/Voortgezettehandeling. Ketiga bentuk concursus itu adalah 
sebagai berikut: 
 
(1) Concursus idealis(perbarengan peraturan) 
 
Concursus idealis yaitu suatu perbuatan yang masuk kedalam lebih 
dari satu aturan pidana. Disebut juga sebagai gabungan berupa satu 
perbuatan, yakni suatu perbuatan meliputi lebih dari satu pasal ketentuan 
hukum pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam concursus 
idealis adalah sistem absorbsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang 
terberat. Dalam KUHP Bab II Pasal 63 tentang perbarengan disebutkan: 
 
(1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan 
pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara 
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aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang 
memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.   
(2) Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana 
yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, 
maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.  
 
(2) Concursus realis(perbarengan perbuatan)  
 
Concursus realis atau gabungan beberapa perbuatan terjadi 
apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing 
perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana. Concursus realis 
ini diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 71 KUHP. Sistem 
pemberian pidana bagi concursus realis ada beberapa macam, yaitu: 
 
- Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok 
sejenis, maka hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan 
bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi dari 
maksimum terberat ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan 
sistem absorbsi yang dipertajam.  
-  
- Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok 
yang tidak sejenis, maka semua jenis ancaman pidana untuk 
tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh 
melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga. Sistem 
ini dinamakan sistem kumulasi diperlunak.  
 
- Apabila berupa pelanggaran, maka menggunakan sistem 
kumulasi yaitu jumlah semua pidana yang diancamkan. Namun 
jumlah semua pidana dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 
bulan kurungan.  
 
- Apabila berupa kejahatan-kejahatan ringan yaitu Pasal 302 
ayat (1) (penganiayaan ringan terhadap hewan), Pasal 352 
(penganiayaan ringan), Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 
373 (penggelapan ringan), Pasal 379 (penipuan ringan), dan 
Pasal 482 (penadahan ringan), maka berlaku sistem kumulasi 
dengan pembatasan maksimum pidana penjara 8 bulan. 
  
(3) Delictum Continuatum /Voortgezettehandeling (perbuatan berlanjut) 




ayat (3) KUHP. Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan 
beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-
perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang 
sebagai satu perbuatan berlanjut. Dalam MvT (Memorie van Toelichting), 
kriteria “perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga 
harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” adalah: 
 
(a) Harus ada satu niat, kehendak atau keputusan;  
 
(b) Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya; 
dan  
 
(c) Tenggang waktu diantara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu 
lama.  
 
Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan 
sistem absorbsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana terberat, dan 
bilamana berbeda-beda maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana 
pokok yang terberat. Pasal 64 ayat (2) KUHP merupakan ketentuan 
khusus dalam hal pemalsuan dan perusakan mata uang, sedangkan Pasal 
64 ayat (3) KUHP merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-
kejahatan ringan yang terdapat dalam Pasal 364 (pencurian ringan), 
Pasal373 (penggelapan ringan), dan Pasal 407 ayat (1) (pengrusakan 
barang ringan) yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut. 
 
2) Dasar pemberatan pidana khusus 
 
Maksud diperberatnya pidana pada dasar pemberatan pidana 
khusus ini adalah pada si pembuat dapat dipidana melampaui atau diatas 
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ancaman maksimun pada tindak pidana yang bersangkutan. Disebut 
dasar pemberatan pidana khusus, karena hanya berlaku pada tindak 
pidana tertentu yang dicantumkan alasan pemberatan, dan tidak berlaku 
pada tindak pidana lain. 
Mencantumkan atau meletakkan unsur pemberat khusus dari 
bentuk pokok suatu jenis tindak pidana, dilakukan dengan beberapa cara. 
Misalnya, dengan mencantumkan dalam satu pasal dari rumusan bentuk 
pokoknya, tetapi pada ayat yang berbeda. Contohnya, penganiayaan pada 
Pasal 351 KUHP, bentuk pokoknya dirumuskan pada ayat (1), unsur 
pemberatnya mengenai akibat luka berat dan kematian yang dirumuskan 
pada ayat (2) dan ayat (3) KUHP. Kemudian ada juga dengan 
mencantumkan pada pasal diluar pasal atau yang lain dari rumusan 
bentuk pokoknya. Contohnya, penggelapan yang dilakukan oleh orang 
yang menguasai benda karena hubungan kerja pencarian atau karena 
mendapat upah khusus untuk itu Pasal 374 KUHP.Ada juga dengan cara 
menyebutkan dasar pemberatan itu dalam pasal lain diluar pasal 
mengenai jenis tindak pidana yang sama. Misalnya pada dasar 
pemberatan pidana kejahatan pemerasan menurut pasal 368 KUHP 
masuk dalam Bab XXIII dengan menunjuk berlakunya dasar pemberat 
pada Pasal 365 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 368 ayat (2) dalam Bab XXIII 
KUHP. 
b. Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana 
 
Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana terhadap si 




1) Dasar diperingannya pidana umum, dan  
 
2) Dasar diperingannya pidana khusus.  
 
a) Dasar diperingannya pidana umum  
 
Mengenai dasar diperingannya pidana umum ada beberapa hal 
yaitu berdasarkan KUHP, berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 
1997, perihal percobaan, dan pembantuan kejahatan.Penulis akan uraikan 
satu persatu hal-hal yang menjadi perihal diperingannya pidana umum, 
yaitu sebagai berikut: 
 
(a)  Berdasarkan KUHP 
 
Bab III Buku I KUHP mengatur tentang hal-hal yang 
menghapuskan, mengurangkan, atau memberatkan pidana. Tentang hal-
hal yang meringankan pidana diatur dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 
47 KUHP.  
 
(b) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang 
Peradilan Anak  
(c)  Perihal percobaan dan pembantuan kejahatan 
 
 
Percobaan dan pembantuan diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan 
Pasal 57 ayat (1) KUHP. Pidana maksimun terhadap si pembuatnya 
dikurangi sepertiga dari ancaman maksimun pada kejahatan yang 
bersangkutan. Hal ini disebabkan karena percobaan dan pembantuan 
adalah suatu ketentuan/aturan umum (yang dibentuk oleh pembentuk 
undang-undang) mengenai penjatuhan pidana terhadap pembuat yang 
gagal dan orang yang membantu orang lain melakukan kejahatan, yang 
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artinya orang yang mencoba itu atau orang yang membantu (pelaku 
pembantu) tidak mewujudkan suatu tindak pidana tertentu, hanya 
mengambil sebagian syarat suatu tindak pidana tertentu. 
 
b) Dasar diperingannya pidana khusus 
 
Di sebagian tindak pidana tertentu, ada pula dicantumkan dasar 
peringanan tertentu yang hanya berlaku khusus terhadap tindak pidana 
yang disebutkan dan tidak berlaku umum untuk segala macam tindak 
pidana. Dasar peringanan pidana yang bersifat khusus diatur dalam Pasal 
308, Pasal 341, dan Pasal 342 KUHP. 
3. Pertimbangan Sosiologis 
 
Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan yang menggunakan 
pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi 
dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Pasal 5 ayat (1) Rancangan 
KUHP Nasional Tahun 1999-2000, menentukan bahwa dalam 
pemidanaan, hakim mempertimbangkan: 
 
1. Kesalahan terdakwa;  
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;  
3. Cara melakukan tindak pidana;  
4. Sikap batin membuat tindak pidana;  
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku;  
6. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan 
tindak pidana;  
7. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan 
pelaku;  
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, 
terhadap korban atau keluarga.  
 
Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-
asas dan keyakinan yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu 




METODE PENELITIAN  
 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data yang diperlukan yang berhubungan 
dengan masalah yang akan dibahas, maka penulis melakukan penelitian 
di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Perpustakaan 
Pusat Universitas Hasanuddin dan Pengadilan Negeri Maros. 
B. Jenis dan Sumber-Sumber  Penelitian Hukum 
Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum 
dengan pendekatan Perundang – undangan dan studi Putusan  
Adapun sumber – sumber penelitian hukum yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sumber – sumber penelitian yang berupa bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder.  
1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 
autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan – bahan hukum 
primer terdiri dari perundang – undangan, catatan – catatan 
resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan 
dan putusan – putusan hakim.    
2.  bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang 
bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Publikasi 
tentang hukum meliputi buku – buku teks, kamus – kamus 
hukum, jurnal – jurnal hukum, dan komentar – komentar atas 
putusan pengadilan  
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C. Teknik Pengumpulan Sumber-Sumber Penelitian Hukum 
Teknik pengumpulan Sumber – Sumber Penelitian Hukum yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka, Penulis melakukan 
pengumpulan Sumber – Sumber Penelitian Hukum untuk menjawab 
permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan – 
bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan ini, baik itu bersumber 
dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. 
D. Analisis Permasalahan Hukum 
Dalam melakukan penelitian hukum, penulis melakukan langkah – 
langkah sebagai berikut: (1) mengidentifikasi fakta hukum dan 
mengeliminasi hal – hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum 
yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan – bahan hukum dan 
sekitarnya dipandang mempunyai relevansi juga bahan – bahan 
nonhukum; (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan 
berdasarkan bahan – bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik 
kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan (5) 






HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Pelaku Tindak 
Pidana yang Memudahkan Orang Lain Berbuat Cabul dan Menjadikan 
Sebagai Mata Pencaharian pada Putusan No.28/Pid.B/ 2014/PN.Mrs 
Suatu tindak pidana kerap menimbulkan suatu kerugian bagi 
korbannya dimana selalu ada hal yang mendasari atau yang menjadi 
sebab yang melahirkan suatu akibat. Tindak pidana terjadi apabila 
seseorang melakukan suatu perbuatan yang mengarah kepada timbulnya 
akibat hukum  bagi pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut 
sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan atas perbuatan 
pelaku yang mampu merugikan orang lain tersebut. 
Bagi para pelaku tindak pidana yang memudahkan atau 
memberikan fasilitas kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul 
atau lazimnya disebut mucikari. Factor utama penyebab dilakukannya 
suatu delik tersebut yaitu untuk memperoleh atau menarik keuntungan 
bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan jalan melakukan suatu 
pertolongan jahat. Maksud dari pertolongan jahat ini bukan seperti yang 
dimaksudkan dalam Pasal 55 KUHPidana, yang mana pada pasal 
tersebut pertolongan jahat berarti “membantu melakukan kejahatan”. 
Perbuatan yang menyediakan fasilitias kepada orang lain untuk 
melakukan perbuatan cabul menjadi salah satu delik kesusilaan karena 
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telah membantu orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang 
melanggar nilai dan norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat 
khususnya di Negara Indonesia. 
Oleh sebab itu, penulis akan membahas lebih lanjut mengenai 
penerapan materiil mengenai kasus yang berkenaan dengan tindak 
pidana kesusilaan yang terdapat dalam putusan No.28/Pid.B/2014/PN.Mrs 
serta pertimbangan hakdalam menjatuhkan keputusan.  
1. Posisi Kasus  
Bahwa pada Bulan Maret Tahun 2012 terdakwa yang berinisial 
RDN bersama dengan suaminya pindah Rumah ke Perumnas Bentenge 
Blok B, Desa Bonto Matene Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Sejak 
terdakwa pindah ke rumah tersebut terdakwa juga membuka usaha 
warung kopi dan selain warung kopi, terdakwa juga menyediakan 1 (satu) 
kamar tidur yang dilengkapi kasur, 2 (dua) bantal dan kipas angin yang 
terletak di dalam rumah terdakwa yang disediakan untuk disewakan 
kepada pasangan yang bukan suami isteri untuk melakukan hubungan 
intim.  
Bahwa di warung terdakwa juga ada 4 (empat) orang pekerja seks 
komersial yang bisa diajak untuk melakukan persetubuhan dengan cara 
apabila ada laki-laki yang datang ke warung terdakwa dan melihat salah 
satu dari keempat pekerja seks komersial yang biasanya duduk di warung 
terdakwa dan memilih salah satunya untuk melakukan persetubuhan. 
Selanjutnya apabila telah ada kesepakatan, maka laki-laki dan pekerja 
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seks komersial yang dipilih tersebut masuk kedalam kamar untuk 
melakukan persetubuhan di kamar yang telah terdakwa sediakan dan 
kesepakatan harga yang diterima oleh pekerja seks komersial sekitar 
Rp.70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- 
(Seratus ribu rupiah). Adapun uang sewa kamar yang harus dibayar 
antara Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,- 
(Dua puluh ribu rupiah).  Jika pembayaran yang diterima oleh pekerja seks 
komersial  di bawah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) maka uang sewa 
kamar yang harus dibayar sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada 
terdakwa selaku pemilik tempat. 
Adapun perbuatan terdakwa diketahui dengan cara berikut :  
Pada tanggal 28 Juni 2013, petugas Polsek Mandai menerima 
keluhan dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering dijadikan 
tempat untuk melakukan perbuatan mesum yaitu persetubuhan kemudian 
petugas kepolisian Mandai mendatangi rumah terdakwa dan pada saat itu 
petugas kepolisaian menemukan ada beberapa wanita sedang merayu 
laki-laki pengunjung di warung kopi terdakwa. Petugas kepolisian Mandai 
masuk ke dalam kamar yang disewakan oleh terdakwa dan menemukan 
salah satu perempuan pekerja seks komersial sedang bersembunyi di 
dalam lemari.  
Pada saat di interogasi oleh petugas kepolisan seorang pekerja 
seks komersial yang berinisial NA mengakui sudah sering datang ke 
warung terdakwa dan menyewa kamar yang disewakan oleh terdakwa 
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untuk melakukan persetubuhan dengan laki-laki pengunjung warung 
terdakwa dan dalam seminggu bisa dua atau tiga kali mnyewa kamar 
terdakwa.  
2. Dakwaan Penuntut Umum  
Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana 
yang memudahkan orang lain berbuat cabul yang dilakukan oleh terdakwa 
RDN yang dibacakan pada persidangan dihadapan Pengadilan Negeri 
Maros yang pada pokoknya mengatakan sebagi berikut :  
Bahwa terdakwa RDN menyediakan sarana satu buah kamar 
dalam rumahnya yang dapat disewakan oleh orang lain untuk bersetubuh.  
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka 
sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang 
didakwakan kepada terdakwa, sebagaimana diketahui bahwa terdakwa 
diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :  
 Dakwaan Primer : Pasal 296 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.  
Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara 
berturut-turut berupa :  
1. Alat bukti keterangan saksi-saksi ( saksi yaitu NA, SM, ID dan 
AD).  
2. Alat bukti surat (Berita Acara Pemeriksaan saksi dan terdakwa 
yang tercantum dalam berkas perkara nomor polisi  
3. Alat bukti petunjuk (berdasarkan fakta persidangan yang 
diperoleh dari berbagai alat bukti yaitu keterangan saksi, 
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keterangan terdakwa, surat dan barang bukti berupa satu buah 
kamar yang diperiksa oleh anggota kepolisian dengan nomor 
resgister REG.PERK : PDM-05/Maros/02/2014 telah diperoleh 
adanya persesuaian satu sama lain yang kemudian membentuk 
petunjuk bahwa benar telah terjadi tindak pidana sebagaimana 
yang di dakwakan dan terdakwa sebagai pelakunya, serta  
4. Alat bukti keterangan terdakwa (RDN).  
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum  
Mengenai tuntutan jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana 
yang memudahkan orang lain berbuat cabul dan menjadikan mata 
pencaharian, maka penuntut umum mengajukan kepada Pengadilan 
Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar 
memutuskan antara lain sebagai berikut :  
- Meyatakan bahwa RDN bersalah melakukan tindak pidana yang 
memudahkan orang lain berbuat cabul dan menjadikan sebagai 
mata pencaharian dalam pasal Pasal 296 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 
KUHP.  
- Menjatuhkan pidana terhadap RDN dengan pidana penjara selama 
6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.  
- Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (Satu) buah kamar yang terdiri dari 1 (satu) sarung, 2 (dua) buah 
bantal, 1 (satu) buah kipas angin.  
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- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).  
4. Komentar  
Berdasarkan putusan perkara nomor 28/.PID.B/2014/PN.Mrs 
terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang 
memudahkan orang lain berbuat cabul dan menjadikan sebagai mata 
pencaharian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 
296 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.  
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis dapat melihat 
penerapan hukum dalam kasus tersebut sudah tepat, karna kasus ini 
menggambarkan sebuah tindakan asusila yang menghukum seorang 
terdakwa sesuai dengan tindakannya. Kasus ini merupakan delik biasa 
dimana tidak perlu ada pengaduan tetapi pelaporan karena kewajiban 
aparat Negara untuk melakukan tindakan.  
Namun dalam hal ini penulis dapat kemukakan adalah betapa 
ringannya tuntutan Jaksa Penuntut Umum jika dilihat dari aspek perbuatan 
para terdakwa yang meresahkan para masyarakat sekitar, padahal inilah 
dasar hakim dalam menjatuhkan keputusan sebagaimana apa yang 
dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan menuntut pidana penjara 
selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.  
Menurut pendapat penulis hukuman ini terlalu ringan buat terdakwa 
yang telah memudahkan orang lain untuk berbuat cabul dan meresahkan 
masyarakat sekitar sehingga kurang memberikan efek jera kepada 
44 
 
terdakwa dan tidak menutup kemungkinan terdakwa akan melakukan 
tindak pidana dengan kasus yang sama namun di tempat yang berbeda.  
B. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku 
Tindak Pidana yang memudahkan orang lain berbuat cabul dan 
menjadikan sebagai mata pencaharian dalam Putusan 28/PID 
B/2014/PN.Mrs  
Konsekuensi dengan adanya hukum adalah keputusan hakim 
harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan 
berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata , melainkan 
persoalan keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu 
para pencari keadilan, dan itu berarti keadilan menuntut hukum sering 
diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari 
keadilan. Penting kiranya untuk memberi pemahaman bahwa sebuah 
keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita 
memandangnya. Oleh karena itu, kita harus memaksimalkan tujuan 
hukum dengan cara kita harus memenuhi rasa kepastian hukum dan juga 
rasa keadilan.  
Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan 
hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Maros no. 28/Pid. 
B/2014/PN.Mrs.  
1. Pertimbangan Hakim  
Adapun yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap 
tindak pidana yang memudahkan orang lain berbuat cabul dan 
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menjadikannya sebagai mata pencaharian yang dilakukan oleh terdakwa 
RDN bersalah adalah sebagai berikut: 
Telah mendengar pembelaan dari para terdakwa yang pada 
pokoknya memohon keringanan putusan dengan alasan : para terdakwa 
menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana 
lagi.  
Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan di persidangan oleh 
Jaksa Penutut Umum dengan dakwaan sebagaimana dalam surat 
dakwaan No. REG.PERK : PDM-05/Maros/02/2014 yang melanggar Pasal 
sebagimana dalam dakwaan :  
Dakwaan Primer : Pasal 296 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP 
Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah 
menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengarkan 
keterangannya di bawah sumpah yakni : 1. Saksi ID dan 2. Saksi SM, juga 
Jaksa Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi ID dan SM 
dibawah sumpah, sebagaimana termuat selengkapnya dalam Berita Acara 
Persidangan.  
Menimbang, bahwa para terdakwa membenarkan keterangan saksi 
tersebut.  
Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para 
terdakwa sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara.  
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Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah 
menerima barang bukti berupa : 1 (Satu) buah kamar yang terdiri dari 1 
(satu) sarung, 2 (dua) buah bantal, 1 (satu) buah kipas angin.  
Menimbang, bahwa keterangan saksi dan keterangan terdakwa 
saling bersesuaian sehingga melahirkan kesimpulan bahwa terdakwa 
telah terbukti secara sah dan membuktikan bersalah melakukan tindakan 
pidana yang memudahkan orang lain berbuat cabul dan menjadikan 
sebagai mata pencaharian.  
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa Penuntut 
Umum melakukan tindak pidana secara TUNGGAL yaitu Melanggar Pasal 
296 KHUP jo Pasal 64 Ayat 1 KHUP.  
Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya Pasal tersebut di atas, 
maka terbuktilah menurut Hukum, oleh karena itu terdakwa harus 
dinyatakan bersalah.  
Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak 
menemukan adanya hal-hal pada diri terdakwa dan atau perbuatan 
terdakwa yang dapat meniadakan pemidanaan maka terhadap perbuatan 
terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dinyatakan bersalah 
menurut hukum dan harus dijalani pidana yang setimpal dengan 
perbuatan terdakwa.  
Menimbang, bahwa terdakwa bersalah harus dijatuhi pidana dan 
dibebani membayar biaya perkara.  
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Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana perlu 
dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang 
meringankan :  
Hal-hal yang memberatkan :  
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat  
- Perbuatan terdakwa mencederai tatanan sosial masyarakat 
Sulawesi Selatan terutama Maros yang agamis. 
Hal – hal yang meringankan :  
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan 
- Terdakwa belum pernah dihukum.  
Menimbang, bahwa  dengan megingat akan kesalahan yang telah 
dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan pasal  296 KUHP jo Pasal 64 Ayat 
1 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan 
perkara ini.  
2. Amar Putusan  
Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara ini adalah 
sebagai berikut :  
MENGADILI 
1. Menyatakan terdakwa RDN telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja 
secara berlanjut Memudahkan Perbuatan cabul dengan orang lain 
sebagai mata pencaharian”.  
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2. Menjauhkan pidana kepada terdakwa RDN dengan pidana penjara 
14 (empat belas) hari. 
3. Menetapkan agar terdakwa RDN ditahan.  
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini 
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).  
Hal-hal yang kemudian menjadi pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap terdakwa adalah : 
1. Terdakwa dihadapkan kepersidangan atas dakwaan Pasal 296 
KUHP. 
2. Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan surat dakwaan 
Jaksa Penuntut Umum. 
3. Selama persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan 
beberapa orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah 
sumpah yang pada intinya menerangkan bahwa :  
a. Saksi yang berinisial ID  
- Saksi menerangkan bahwa  mulai tahun 2012 terdakwa 
telah menyediakan sarana berupa satu buah kamar dalam  
rumahnya yang dapat disewa oleh orang lain untuk bersetubuh 
- Saksi mengetahui bahwa terdakwa membuka warung kopi 
dirumahnya dan saksi juga biasa duduk di warung kopi milik 
terdakwa untuk menunggu pelanggan yang mau menggunakan 
jasa saksi melayani untuk bersetubuh. 
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- Saksi menerangkan bahwa apabila ada laki-laki yang 
sepakat melakukan seks komersial dengan saksi, maka saksi 
menggunakan kamar di rumah terdakwa RDN. 
- Saksi menerangkan bahwa selain saksi, ada perempuan 
yang biasa menyewa kamar di rumah terdakwa untuk 
melakukan persetubuhan dengan laki-laki, yaitu SM, AD, dan 
NA. 
- Saksi menerangkan bahwa saksi bersama pekerja seks 
komersial lainnya mendapatkan pelanggan dengan cara saksi 
duduk-duduk diwarung kopi terdakwa RDN. Bila sudah ada laki-
laki yang ingin bersetubuh, maka saksi kemudian merayunya 
sedemikian rupa sehingga terjadi kesepakatan harga antara 
Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan 
Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maka uang sewa kamar yang 
harus dibayar diantara Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sampai 
dengan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa 
selaku pemilik tempat dan jika pembayaran yang diterima oleh 
pekerja seks komersial dibawah Rp.50.000,- (lima puluh ribu 
rupiah) maka uang sewa kamar yang harus dibayarkan sebesar 
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kebawah.  
- Saksi menerangkan melakukan kegiatan seks komersial 
sebelum saksi menikah dengan suami yakni LS, dan sejak saksi 
menikah dengan LS awal tahun 2013, maka saksi sudah 
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menghentikan kegiatan seks komersialnya tersebut, namun 
demikian, saksi masih sering ke rumah/warung kopi terdakwa 
RDN sekedar mengobrol dengan teman-teman sesama pekerja 
seks komersial.  
- Saksi menerangkan pada saat petugas kepolisian 
mendatangi rumah terdakwa, saksi tidak berada di tempat 
karena saksi berada di kantor kepala dusun untuk mengurus 
kartu Raskin.  
- Saksi menerangkan terdakwa tidak mempunyai pekerjaan 
yang lain selain menyewakan kamar di rumah terdakwa.  
- Saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki izin yang sah 
untuk melakukan penyewaan kamar oleh orang lain dengan lain 
dalam hal berhubungan badan secara komersial.  
b. Saksi berinisial SM  
- Saksi menerangkan bahwa saksi pernah diperiksa oleh 
penyidik dalam perkara terdakwa, saksi menandatangani 
berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan di 
hadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya 
tanpa paksaan, tekanan, atau rekayasa, dan keterangan 




- Saksi menerangkan bahwa terdakwa menyediakan sarana 
berupa satu buah kamar dalam rumahnya yang dapat 
disewa oleh orang lain dengan orang lain untuk bersetubuh. 
- Saksi menerangkan bahwa pada bulan Maret tahun 2012 
terdakwa menyewaakan kamar didalam rumahnya untuk 
digunakan sebagai sarana atau tempat untuk orang yang 
bukan pasangan suami isteri bersetubuh dan saksi mulai 
menggunakan atau menyewa kamar di rumah terdakwa 
sejak tahun 2012. 
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa RDN membuka 
warung kopi di rumahnya dan saksi juga biasa duduk di 
warung kopi milik terdakwa untuk menunggu pelanggan 
yang mau menggunakan jasa saksi melayani untuk 
bersetubuh. 
- Saksi menerangkan sering menyewa kamar yang disediakan 
oleh terdakwa di rumahnya untuk saksi gunakan bersetubuh 
dengan laki-laki yang telah membayarnya dengan harga 
yang telah disepakati dan harga sewa kamar di rumah 
terdakwa antara Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai 
dengan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). 
- Saksi menerangkan bahwa perempuan yang biasa 
menyewa kamar di dalam rumah terdakwa untuk melakukan 
persetubuhan dengan laki-laki adalah ID,AD,dan NA 
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- Saksi menerangkan bahwa bersama pekerja seks komersial 
lainnya mendapatkan pelanggan dengan cara saksi duduk-
duduk diwarung kopi terdakwa atau disekitar rumah 
terdakwa RDN, bila sudah ada laki-laki yang ingin 
bersetubuh, maka saksi kemudian merayunya sedemikian 
rupa sehingga terjadi kesepakatan harga antara Rp.70.000,- 
(tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,-
(seratus ribu rupiah), selanjutnya saksi kerumah terdakwa 
untuk memberitahu akan menyewa kamar.Selanjutnya laki-
laki dengan wanita pilihannya masuk ke dalam kamar 
tersebut lalu bersetubuh. Setelah melakukan persetubuhan 
dengan laki-laki tersebut akan membayar saksi, maka saksi 
keluar kamar dan menyerahkan uang sewa kamar kepada 
terdakwa dengan harga antara Rp.10.000,-(sepuluh ribu 
rupiah) sampai dengan Rp.20.000(dua puluh ribu rupiah), 
namun terkadang juga harga sewa kamar hanya Rp.5.000,- 
(lima ribu rupiah) jika harga kesepakatan transaksi komersial 
antara saksi dengan laki-laki tersebut hanya Rp.50.000,-
(lima puluh ribu rupiah) ke bawah. 
- Saksi menerangkan bahwa biasa menggunakan atau 




- Saksi menerangkan bahwa menjadi pekerja seks komersial 
karena keinginan sendiri tanpa paksaan dari terdakwa akibat 
kebutuhan ekonomi yang mendesak karena bapak saksi 
telah meninggal dunia dan saksi telah berpisah dengan 
suami saksi.  
- Saksi menerangkan bahwa telah berhenti menjadi pekerja 
seks komersial jauh sebelum terdakwa digrebek oleh pihak 
kepolisian karena saksi telah mendapatkan pekerjaan di 
pabrik krupuk dan telah ada laki-laki yang berniat menikahi 
dan menafkahi saksi secara resmi. 
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai 
pekerjaan lain selain menyewakan kamar di rumah 
terdakwa. 
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang 
sah umtuk melakukan penyewaan kamar oleh orang lain 
dengan orang lain dalam hal berhubungan badan secara 
komersial. 
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan 
benar. 
c. Saksi berinisial AD  
- Saksi menerangkan bahwa pernah diperiksa oleh penyidik 
dalam perkara terdakwa, saksi menandatangani berita acara 
penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan 
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penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa 
paksaan, tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik 
tetap dipertahankan oleh saksi dipersidangan. 
- Saksi menerangkan terdakwa menyediakan sarana berupa 
satu buah kamar dalam rumahnya yang dapa disewa oleh 
orang lain dengan orang lain untuk bersetubuh berupa 
sebuah kamar yang dilengkapi dengan 1(satu) sarung, 
2(dua) buah bantal dan 1(satu) buah kipas angin.  
d. Saksi berinisial NA  
- Saksi menerangkan bahwa pada awalnya saksi tidak tahu 
kalau terdakwa menyewakan kamar di rumahnya namun 
para lelaki yang sering menyewa saksi membawa saksi ke 
rumah terdakwa RDN untuk menyewa kamar terdakwa untuk 
digunakan bersetubuh. 
- Saksi menerangkan bahwa pekerja seks komersial di rumah 
terdakwa sejak pagi hingga jam 16.00 wita lalu saksi 
langsung pulang ke rumahnya dan saksi tidak pernah 
menginap di rumah terdakwa RDN.  
- Saksi menerangkan bahwa pada saat petugas kepolisian 
sedang melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa saksi 
sembunyi didalam lemari kamar terdakwa karena saksi 
merasa takut karena telah melakukan persetubuhan dengan 
orang lain.   
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e. Saksi berinisial NS  
- Saksi menerangkan bahwa saksi pernah diperiksa oleh 
penyidik dalam perkara terdakwa, saksi menandatangani 
berita acara penyidik tersebut, keterangan yang akan 
diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang 
sebenarnya tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa dan 
keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh 
saksi dipersidangan.  
- Saksi menerangkan bahwa saksi bersama kapolsek Mandai 
dan anggota lainnya telah mendatangi rumah terdakwa RDN 
yang terletak di Kompleks Perumnas Bentenge Kec.Mandai 
untuk mengecek langsung atas keluhan dari masyarakat jika 
rumah terdakwa telah dijadikan sebagai praktek prostitusi 
dan terdakwa RDN bertindak sebagai mucikari pada hari 
Jumat tanggal 28 Juni 2013 sekitar pukul 14.30 wita di 
Perumnas Bentengan Desa Bonto Matene Kec. Mandai 
Kabupaten Maros dan praktek prostitusi dan mucikari 
tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat sudah 
berjalan sejak tahun 2012 namun secara terselubung.  
- Saksi menerangkan bahwa pada saat itu telah ditemukan 
secara langsung rumah terdakwa RDN ditemukan beberapa 
wanita berada disekitar warung/rumah saksi RDN sedang 
merayu beberapa laki-laki pengunjung yang pada saat itu 
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saksi dan petugas kepolisian datang langsung segera 
meninggalkan tempat, bahkan saat saksi masuk ke dalam 
salah satu kamar yang biasa dipersewakan oleh terdakwa 
RDN sebagi tempat prostitusi, saksi menemukan salah satu 
wanita yaitu NA sedang bersembunyi di dalam lemari, dan 
saksi menemukan satu bauh kamar yang telah dimodifikasi 
sedemikian rupa untuk melakukan prostitusi secara komersil 
dan setelah hal tersebut dipertanyakan kepada terdakwa, 
maka terdakwa telah membernarkan telah melakukan 
praktek mucikari dan prostitusi di rumahnya sejak tahun 
2012.  
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu persis berapa 
tariff dan sewa kamar di rumah terdakawa untum sex 
komersil tersebut, namun dari beberapa informasi baik dari 
masyarakat para wanita pekerja sex komersil dan terdakwa, 
tariff dari sewa kamar yang didapatkan kduanya untuk sekali 
pakai kamar adalah berkisar Rp.20.000,-(dua puluh ribu 
rupiah).  
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa RDN tidak memiliki izin 
yang sah untuk melakukan penyewaan kamar oleh orang 
lain dengan orang lain dalam hal berhubungan badan secara 
komersil dan atas hal tersebut terdakwa RDN serta 
beberapa orang anak buahnya wanita pelaku sex komersil 
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tersebut diamankan di Polsek Mandai guna pemeriksaan 
lebih lanjut.  
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa telah menyediakan 
sarana berupa 1(satu) buah kmara dalam rumahnya 
dilengkapai dengan 1(satu) sarung, 2(dua) buah bantal dan 
1(satu) buah kipas angin yang dapat disewa oleh orang lain 
untuk bersetubuh.  
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa menyewakan rumah 
tersebut semenjak tahun 2012  
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan 
benar.  
f. Saksi berinisial NG  
- Saksi menerangkan bahwa saksi pernah diperiksa oleh 
penyidik dalam perkara terdakwa, saksi menandatangani 
berita acara penyidik tersebut, keterangan yang akan 
diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang 
sebenarnya tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa dan 
keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh 
saksi dipersidangan.  
- Saksi menerangkan bahawa saksi merupakan kepala dusun 
di Bentenge selama 20 tahun.  
- Saksi menerangkan bahwa jarak rumah saksi dengan rumah 
terdakwa sekitar 1(satu) KM.  
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- Saksi menerangkan bahawa terdakwa melaporkan dirinya 
pada saat pindah ke rumah tersebut namun tidak 
melaporkan kegiatan terdakwa.  
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa RDN membuka 
warung kopi dabn banyak pelanggan yang minum dan 
nongkrong di warung tersebut.  
- Saksi menerangkan pernah minum kopi di warung milik 
RDN.  
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui jika RDN 
menyediakan kamar didalam rumahnya yang dapat disewa 
oleh orang lain untuk bersetubuh.  
- Saksi menerangkan bahwa baru mengetahui hal tersebut 
pada saat kepolisian melakukan penggerebekkan di rumah 
terdakwa yaitu RDN.  
- Saksi menerangkan bahwa setelah dilakukan 
penggerebekkan, saksi bersama kepala RT mendatangi 
rumah terdakwa RDN namun tidak menemukan langsung 
ada orang sedang melakukan praktek prositusi. 
- Saksi menerangkan bahwa peremouan yang sering berada 
di warung kopi terdakwa RDN yang biasa membantu 
melayani terdakwa RDN adalah ID,AD,SM dan NA namun 
saksi tidak curiga kepada perempuan tersebut karena 
mereka merupakan keluarga terdakwa. 
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- Saksi menerangkan bahwa biasa melihat banyak laki-laki 
yang singgah di warung kopi tersebut antara lain para sopir 
truk. 
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui berapa tariff 
dari sewa kamar di rumah terdakwa RDN untuk komersil 
tersebut namun yang jelas terdakwa RDN tidak memiliki ijin 
yang sah untuk melakukan penyewaan kamar oleh orang 
lain dalam hal berhubungan badan secara komersil. 
- Atas keterangan saksi, terdakwa dinyatakan benar.  
g. Saksi berinisial BA  
- Saksi menerangkan bahwa saksi pernah diperiksa oleh 
penyidik dalam perkara terdakwa, saksi menandatangani 
berita acara penyidik tersebut, keterangan yang akan 
diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang 
sebenarnya tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa dan 
keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh 
saksi dipersidangan.  
- Saksi menerangkan bahwa hari jumat 26 Juni 2013 sekitar 
14.30 wita petugas kepolisian dari Polsek Mandai 
mendatangi rumah saksi dan rumah terdakwa di Perumnas 
Bentenge Desa Matene Kecamatan Mandai Kabupaten 
Maros karena petugas kepolisian mendapatkan laporan dari 
warga bahwa saksi dan terdakwa telah melakukan praktek 
60 
 
prositusi atau menyewakan kamar didalam rumahnya untuk 
digunakan bersetubuh bagi pasangan yang bukan suami 
istri. 
- Saksi memerangkan bahwa telah membuka usaha sejak 
tahun 2008 sedangkan terdakwa setahu saksi sejak tahun 
2012 sampai sekarang. 
- Saksi menerangkan bahwa baik rumah saksi mapun rumah 
terdakwa terletak di Perumnas Bentenge Desa Matene 
Kecamatan Mandai Kabupaten Maros. 
- Saksi menerangkan bahwa pada saat petugas kepolisian 
mendatangi rumah saksi, saksi sedang pergi mengurus 
Raskin bersama dengan ID, saat saksi tiba dirumah, petugas 
kepolisian langsung melakukan pemeriksaan dan ditemukan 
didalam rumah saksi sebuah kamar yang telah dimodifikasi 
sedemikian rupa untuk bisa digunakan sebagai tempat 
prositusi. 
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa menyediakan sebuah 
sarana berupa kamar dalam rumahnya yang dapat disewa 
oleh orang lain dengan orang lain untuk bersetubuh dengan 
fasilitas 1(satu) buah sarung, 2(dua) buah bantal dan 1(satu) 
buah kipas angin.  
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- Saksi menerangkan bahwa pekerja seks komersil yang 
biasa menyewa kamar saksi untuk melakukan persetubuhan 
dengan laki-laki adalah saksi ID, SM, AD, dan NA.  
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa dan saksi 
menyewakan kamar dirumahnya karena inisiatif dari para 
pekerja seks komersil. 
- Saksi menerangkan bahwa kamar dirumahnya sebagai mata 
pencaharian karena terhimpit masalah ekonomi. 
- Saksi menerangkan bahwa yang menentukan tariff 
penyewaan kamar dirumah terdakwa dan rumah saksi 
adalah para pekerja seks komersil. 
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengenal para lelaki 
yang menyewa para pekerja seks komersial namun saksi 
hanya mengenal wajah saja.. 
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa RDN tidak memiliki izin 
yang sah untuk melakukan penyewaan kamar oleh orang 
lain dengan orang lain dalam hal berhubungan badan secara 
komersil. 
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa menyesali 






3. Komentar  
Sebelum penulis mengomentari pertimbangan dan putusan Majelis Hakim 
di atas maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan unsur-unsur tindak 
pidana yang memudahkan orang lain berbuat cabul dan menjadikan 
sebagai mata pencaharian yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :  
1. Unsur Barang Siapa  
Yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah siapa saja 
atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang 
melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat 
dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam 
hal ini penuntut umum telah mengajukan terdakwa kepersidangan karena 
diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam 
surat dakwaan umum, hal mana terdakwa telah membenarkan identitas 
seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut dihubungkan pula 
dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang satu sama lainnya 
saling berkaitan dan bersesuaian. Saat itu terdakwa dipersidangkan 
menerangkan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula 
pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab 
secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa 
RDN adalah termasuk orang yang mampu bertangung jawab sebagai 
subjek hukum pidana. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka 
unsur ke-1 “Barang Siapa” telah terpenuhi.  
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2. Unsur “Dengan Sengaja Membuat sebagai Mata Pencaharian atau 
Kebiasaan dilakukannya atau dipermudahnya Perbuatan Melanggar 
Kesusilaan Oleh Orang lain dengan Orang Ketiga”  
Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah sikap bathin 
seseorang untuk melakukan suatu perbuatan pidana dimana si pelaku 
menghendaki atau setidak-tidaknya dapat menduga adanya akibat yang 
akan timbul dari perbuatan itu. Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan 
berupa keterangan saksi-saksi, yang diperkuat oleh keterangan terdakwa 
bahwa terdakwa memiliki rumah yang juga berfungsi sebagai warung kopi 
dimana dalam rumah terdakwa di perumnas Bentenge Blok B Desa Bonto 
Matene Kecamatan Mandai Kabupaten Maros terdapat 1 (satu) buah 
kamar yang dimodifikasi sebagai kamar tidur, bahwa kamar tersebut 
dipergunakan oleh Pekerja Seks Komersial untuk melakukan hubungan 
badan dengan tamu-tamu yang datang di warung terdakwa, terdakwa 
mengetahui kalau orang-orang tersebut akan berhubungan seks namun 
tidak melarang karena terdakwa menerima uang sewa dari kamar  
tersebut dengan kesepakatan bahwa jika pembayaran yang diterima oleh 
pekerja seks komersial sekitar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) sampai 
dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maka uang sewa kamar yang 
harus dibayar diantara Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sampai dengan 
Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa selaku pemilik 
tempat dan jika pembayaran yang diterima oleh pekerja seks komersial 
dibawah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) maka uang sewa kamar 
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yang harus dibayarkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada 
terdakwa sebagai pemilik tempat. Selain itu, dalam kamar tersebut 
terdakwa sediakan kasur, bantal, dan kipas angin. Bahwa pada hari Jumat 
tanggal 28 Juni 2013 jam 14.30 WITA terdakwa ditangkap oleh petugas 
kepolisian dari Polsek Mandai didalam rumah terdakwa di Perumnas 
Bentenge Blok B Desa Bonto Matene Kecamatan Mandai Kabupaten 
Maros, dari hasil sewa kamar tersebut , terdakwa gunakan untuk 
mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari.  
3. Unsur “Secara Berturut-turut hingga Dipandang sebagai Perbuatan 
Berlanjut” 
Unsur ini merupakan unsur yang berkaitan dengan Pasal 64 ayat 
(1) yang berbunyi, “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-
masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya 
dengan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu 
perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika 
berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok 
yang paling berat.  
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari 
keterangan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah, serta 
bersesuaian dengan keterangan terdakwa : bahwa pada pada tanggal 28 
Juni 2013, Polsek Mandai menerima keluhan dari masyarakat bahwa di 
rumah terdakwa sering dijadikan tempat untuk melakukan perbuatan 
mesum yaitu persetubuhan kemudian petugas kepolisian Mandai 
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mendatangi rumah terdakwa dan pada saat itu petugas kepolisaian 
menemukan ada beberapa wanita sedang merayu laki-laki pengunjung di 
warung kopi terdakwa. Petugas kepolisian Mandai masuk ke dalam kamar 
yang disewakan oleh terdakwa dan menemukan salah satu perempuan 
pekerja seks komersial sedang bersembunyi di dalam lemari.  
Pada saat di interogasi oleh petugas kepolisan seorang pekerja 
seks komersial yang berinisial NA mengakui sudah sering datang ke 
warung terdakwa dan menyewa kamar yang disewakan oleh terdakwa 
untuk melakukan persetubuhan dengan laki-laki pengunjung warung 
terdakwa dan dalam seminggu bisa dua atau tiga kali mnyewa kamar 
terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara 
sah menurut hukum.  
Pertimbangan hukum oleh hakim dala menjatuhkan putusan harus 
mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan 
pertimbangan yuridisnya tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologisnya.  
Berdasarkan putusan nomor 28/PID.B/2014/PN.Mrs, menyatakan 
bahwa terdakwa RDN terbukti secara sah menyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana yang memudahkan orang lain berbuat cabul dan 
menjadikan sebagai mata pencaharian. Maka terdakwa dijatuhi pidana 
penjara selama 14 (emoat belas) hari. Dengan demikian perbuatan 
terdakwa adalah perbuatan melawan hukum dimana perbuatan terdakwa 
tersebut dapat meresahkan masyarakat sekitar yang bersifat merugikan. 
Terdakwa juga menurut hukum bersikap sopan pada saat persidangan 
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sehingga mampu meringankan hukuman. Namun menurut penulis ini 
sama saja dengan membenarkan perbuatan yang telah dilakukan oleh 
terdakwa meskipun terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum 
sama sekali tetapi hukuman tetap hukuman sehingga terdakwa sendiri 
hanya mendapatkan hukuman pidana penjara selama 14 (empat belas) 
hari. Menurut penulis sendiri hukuman ini terlalu singkat bahkan bisa saja 
terdakwa akan melakukan perbuatannya lagi di tempat yang berbeda.  
4. Analisis Hukum  
Orang yang memudahkan orang lain untuk berbuat cabul dan 
menjadikannya sebagai mata pencaharian lazimnnya di masyarakat 
disebut mucikari atau germo.  
Mucikari adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya 
seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengan dia, 
yang dalam pelacuran menolong, mencarikan langganan-langganan dari 
hasil mana ia mendapatkan bagianya dan menarik keuntungan dari 
pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur. Agar bisa dijerat dengan pasal ini 
yaitu pasal 296 KUHP perbuatan tersebut harus dilakukan secara 
berlanjut oleh seorang mucikari atau germo untuk membiayai 
kehidupannya sehari-hari.  
Ancaman hukuman dalam pasal 296 KUHP adalah 16 (enam 
belas) bulan atau sama dengan 1 (satu) tahun 4(empat) bulan penjara. 
Jika terdakwa  divonis penjara 14 (empat belas) hari berarti hakim melihat 
ada unsur-unsur yang membuat terdakwa tak perlu dihukum maksimal 
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sesuai yang ada dalam ketentuan KUHP. Dengan hukuman seberapa pun 
jaksa atau terdakwa berhak mengajukan banding tidak ada jaminan 
apabila terdakwa divonis bebas maka jaksa tidak akan melakukan 
banding. Jika sudah masuk pada proses pengadilan tetntu saja semua 
hak dapat dimanfaatkan oleh para pihak. Apabila telah dilakukan banding 
sehingga hakim menjatuhkan putusan maksimal, Terdakwa pun berhak 
mengajukan kasasi. 
Perbuatan memudahkan orang lain berbuat cabul dan menjadikan 
sebagai mata pencaharian yang  diatur dalam Pasal 296 KUHP termasuk 
tindak pidana biasa. Artinya dimana tidak perlu ada pengaduan tetapi 
pelaporan dari masyarakat ke aparat kepolisian karena kewajiban aparat 
Negara untuk melakukan tindakan. 
Sifat lain yang perlu dicatat dari pasal 296 KUHP adalah terdakwa 
hanya bertindak sebagai pelaku pembantu kejahatan kesusilaan yang 
menyediakan fasilitas sehingga memudahkan orang lain untuk berbuat 
cabul dan menjadikan sebagai mata pencaharian. Selain itu, perbuatan 
tersebut merupakan perbuatan berlanjut.  
Dalam MvT (Memorie van Toelichting),  perbuatan-perbuatan yang 
dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut adalah : 
a.) Harus ada satu niat, kehendak, atau keputusan 


























A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis 
menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :  
1. Penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak 
pidana yang memudahkan orang berbuat cabul dan menjadikan 
sebagai mata pencaharian dalam putusan perkara nomor 
28/Pid.B/2014/PN.Mrs dalam pasal 296 jo Pasal 64 ayat 1 Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sudah menjelaskan unsur 
tindak pidana yang memudahkan orang lain untuk berbuat cabul 
dengan orang lain dan sanksi yang diberikan masih terlalu ringan , 
yakni pelaku dijerat pidana penjara selama 14(empat belas) hari 
sehingga besar kemungkinan sanksi yang diberikan belum 
membuat pelaku jera untuk melakukan perbuatannya lagi 
dikemudian hari. 
2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana 
terhadap tindak pidana yang memudahkan orang berbuat cabul 
dan menjadikan sebagai mata pencaharian yang dilakukan oleh 
terdakwa RDN dalam perkara putusan nomor 
28/Pid.B/2014/PN.Mrs lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap 
terdakwa terlihat dalam pemberian hukuman berdasarkan pasal 
pasal 296 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP seharusnya mendapatkan 
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hukuman yang sesuai dalam Pasal tersebut tetapi karena 
pertimbangan hakim sehingga memberikan kesempatan terhadap 
terdakwa untuk bisa memperbaiki diri agar kelak tidak mengulangi 
perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.  
B. Saran  
Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan 
beberapa saran sebagai berikut :  
1. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih waspada dan hati-hati 
ketika  melihat  dan berjajan di tempat usaha yang dicurigai  
sebagai kedok untuk memperlancar kegiatan praktek prostitusi 
yang dilakukan oleh mucikari agar kejadian seperti diatas tidak 
terulang kembali dengan segera melapor kepada pihak yang 
berwajib sehingga perbuatan yang dianggap telah melanggar nilai-
nilai dan norma kesusilaan tersebut bisa ditekan sedini mungkin 
sehingga usaha praktek prostitusi tidak semakin merambah ke 
masyarakat luas. 
2. Diharapkan kepada hakim dalam menjatuhkan keputusan perlu 
mempertimbangkan efek jera kepada si pelaku tindak pidana 
mucikari agar keputusan tersebut kedepannya dapat lebih objektif 
dan pelaku menyesali perbuatannya sehingga tidak akan 
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